
BUPATI KUTAITIMUR

PROVINSI KALIMANTANTIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TABUN 2019

TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANADESA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KUTAITIMUR,

Menimbang a. bahwa ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 36

Tahun 2019 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa sudah tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat

ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019

tentang Pedoman Alokasi Dana Desa;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
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Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambah an Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang

Pedoman Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai

Timur Tahun 2019 Nomor 36);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG

PEDOMANALOKASIDANADESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 36

Tahun 2019 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (Berita Daerah

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Nomor 36) diubah, yakni:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal6

(1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang

selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang

APBDesa pada tahun anggaran berjalan.

(2) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya

bersumber dari ADD dalarn APBDesa, sepenuhnya

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan bertanggung

jawab mutlak atas pelaksanaan dan laporan

pertanggungjawabannya.

(3) ADD digunakan untuk:

a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris

Desa, dan Perangkat Desa lainnya;

b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;

c. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja

operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun

tetangga dan rukun warga;

d. pelaksanaan pembangunan Desa;

e. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

f. pemberdayaan masyarakat Desa:

(4)Tata Cara Pengadaan Barang/Uasa di Desa diatur dengan

Peraturan Bupati.
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2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 16

(1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan ADD
dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

(2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai
berikut:

a. Pembina/ 1. Sekretaris Daerah
Penasehat 2. Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa

b. Ketua Kepala Bidang Pemerintahan Desa

c. Sekretaris Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa

d. Anggota 1. Kepala Seksi Penataan, Perkembangan
dan Administrasi Desa

2. Kepala Seksi Kerjasarna dan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

3. Staf Seksi Keuangan dan Aset Desa.

(3)Tugas Tim Fasilitasi Kabupaten adalah sebagai berikut:

a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;

b. memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan

keuangan desa mencakup perencanaan dan penyusunan

APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

APBDesa;

c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan

pendayagunaan aset desa; dan

d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan

administrasi keuangan desa.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 29 Desember 2020

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARlS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 56


